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BAWASLU. Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilu Presiden dan Wapres. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG

PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan
Umum yang adil dan demokratis dalam tahapan pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah badan  untuk
mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu di wilayah

kabupaten/kota.
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Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di
provinsi.

KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di
kabupaten/kota.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah
pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang telah memenuhi persyaratan.

Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut
Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota
DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya
sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang

bersangkutan.
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(1)
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Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai politik yang
bersangkutan.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya
disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua)
Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut
Silon adalah seperangkat system informasi yang berbasis
jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan
verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan
pengajuan Bakal Pasangan Calon.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Bawaslu.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bawaslu dapat dibantu oleh Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi:

a.

o

S SN T

pengawasan persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon;

pendaftaran Pasangan Calon;

verifikasi dan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
penetapan dan pengumuman Pasangan Calon;
penggantian calon; dan

pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara.
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Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan

dengan cara:

a.
b.

pengawasan langsung proses pencalonan;

pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon;

penelusuran dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon;

penyampaian rekomendasi; dan

tindak lanjut dugaan pelanggaran.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILU

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Pengawasan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

(1)

Pasal 5

Bawaslu memastikan dalam pendaftaran Bakal Pasangan

Calon yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau

Gabungan Partai Politik memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh
suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu DPR
sebelumnya;

b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
hanya mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;

c. Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak
dicalonkan lagi oleh Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik lainnya;

d. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

menandatangani  kesepakatan  secara @ tertulis



